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PENDAHULUAN 

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Ini terjadi 

karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena 

merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh 

perundang-undangan (Dhano dkk., 2021). Dalam bidang perpajakan, pemerintah memegang peran 

yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) didongkrak secara terus-menerus untuk mampu memberikan peningkatan kepatuhan wajib 

pajak mulai dari tingkat kualitas pelayanan, penerapan sanksi perpajakan hingga peningkatan 

kesadaran wajib pajak (Ramadhani & Umaimah, 2023). Pemerintah berupaya memaksimalkan 

penerimaan pajak dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dengan pengubahan sistem 

perpajakan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan (PPh) dari Official-

Assessment menjadi sistem perpajakan Self-Assessment (Mahmud & Yuliana, 2023), yaitu pemerintah 

berperan sebagai pengawas pelaporan pajak oleh wajib pajak, apakah pelaporan telah sesuai dengan 

penghasilan yang diterima wajib pajak. Ini berarti sistem pelaporan ini sangat bergantung pada 
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A B S T R A C T   

  Dalam bidang perpajakan, pemerintah memegang peran yang sangat penting 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) didongkrak secara terus-menerus untuk mampu memberikan 

peningkatan kepatuhan wajib pajak Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan mengevaluasi pengaruh pelayanan fiskus, penerapan sanksi 

perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu pelapor 

wajib pajak yang berjumlah 400 orang. Sampel diambil menggunakan teknik 

random sampling (acak). Teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis 

regresi linier berganda. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat dari nilai t 

hitung masing-masing variabel lebih besar daripada t tabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Besarnya pengaruh masing- masing 

variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial yaitu 

pelayanan fiskus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan nilai t-hitung sebesar 13,040 > t- tabel1,966, sanksi perpajakan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 

t-hitung sebesar 2,620 > t-tabel 1,966, dan kesadadaran wajib pajak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 

t-hitung sebesar 14,431 > t-tabel 1,966, sedangkan secara simultan pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Fhitung sebesar 1051,658 > F 

tabel sebesar 2,605. Koefisien determinasi Adjusted R² adalah sebesar 0,888, 

artinya 88,80 % variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 

pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 
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pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pada periode 2023 ke 2024, pertumbuhan pendapatan negara lebih signifikan, meningkat sebesar 

6,26%. Hal ini didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 9,04%, terutama dari pajak 

penghasilan yang meningkat 9,51% dan pajak pertambahan nilai yang naik 9,31%. Cukai juga 

menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,30%. Namun, penerimaan bukan pajak kembali mengalami 

penurunan sebesar 4,61%, dan penerimaan hibah turun tajam sebesar 86,11%. Secara keseluruhan, 

peningkatan pendapatan negara pada tahun 2024 terutama bergantung pada penerimaan perpajakan, 

sementara kontribusi dari penerimaan bukan pajak dan hibah terus menurun, yang menjadi tantangan 

untuk diversifikasi sumber pendapatan. 

Tingkat kepatuhan pajak yang meningkat tidak serta merta berasal dari masyarakat Indonesia 

saja tetapi adanya peran dari DJP yang memberikan peraturan dan pelayanan yang dapat membuat 

wajib pajak menjadi patuh, faktor-faktor tersebut antara lain faktor pelayanan fiskus, dimana kualitas 

pelayanan fiskus itu dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Faktor penerapan sanksi 

perpajakan dimana sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yakni berupa sanksi administrasi seperti 

bunga, denda, maupun pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa 

kurungan penjara. Faktor kesadaran wajib pajak, dimana kesadaran wajib pajak merupakan sebuah 

itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang 

tulus Ikhlas. 

Wajib pajak cenderung miliki sikap patuh yang tinggi jika menghadapi risiko yang besar, 

sebaliknya cendrung sikapnya hadapi risiko yang terjadi rendah maka wajib pajak enggan patuh. 

Implikasi terdahap patuhnya wajib pajak adalah jika tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah dapat 

diartikan tak pengaruhi terhadap pengampunan pajak, paham akan aturan pajak, paham akan 

akuntansi, dan kualitas layanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini didukung dengan adanya Teori Atribusi yang memperjelaskan bahwa patuhnya 

wajib pajak mempunyai hubungan dengan pilihan risiko yang merupakan faktor dari internal, 

sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor dari luar dirinya yaitu peran aparatur fiskus kantor 

pajak dalam memberikan layanan yang berkualitas (Leviana dkk., 2022). Penjelasan Teori Atribusi 

untuk upaya dalam capaian budget pendapatan Negara dari pajak, wajib diusahakan tumbuh 

berkesinambungan, mempertimbangkan patuhnya wp adalah unsur utama dalam tambahan target 

pendapatan Negara, sehingga relevan dikaji terus dengan fokus tentang unsur yang mempengaruhi 

patuhnya wajib pajak badan. 

Dalam Penjelasan teori atribusi, preferensi risiko itu adalah salah satu faktor langsung yang 

dapat memperkuat hubungan langsung dengan patuhnya wajib pajak (Nur & Mulyani, 2020). 

Pengampunan pajak, pemahaman aturan pajak, pemahaman akuntansi, dan kualitas pelayanan fiskus 

berdasarkan dari beberapa peneliti sebelumnya membuktikan mempengaruhi pada kepatuhan wajib 

pajak. 

KAJIAN PUSTAKA 

Kepatuhan pajak merupakan keadaan saat wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Agun dkk., 2022). Menurut Lende dkk. (2021) 

mengatakan bahwa, kepatuhan pajak merupakan seluruh kewajiban dan hak perpajakan yang harus 

dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran 

wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran wajib pajak 

akan menjadi dasar dalam perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak 

perpajakannya (Arfamaini & Susanto, 2021). 

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013) diartikan bahwa wajib pajak 

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku 

tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan 

sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan adalah bentuk dari tunduk atau patuh terhadap 

aturan yang berlaku, artinya kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak tunduk, patuh, 
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dan taat akan kewajiban perpajakan, hak perpajakan, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

peraturan undang-undang yang berlaku dalam perpajakan (Yuliati & Fauzi, 2020). Kepatuhan wajib 

pajak merupakan perilaku sadar dan patuh pada pembayaran dan pelaporan pajak sesuai peraturan 

yang berlaku, sehingga pada setiap pelanggaran akan akan dapat berdampak pada penurunan 

penerimaan negara (Hendrawati dkk., 2021). 

Pelayanan adalah menyediakan suatu kebutuhan atau memberikan segala yang dibutuhkan 

dengan baik, sedangkan fiskus berarti petugas pajak. Menurut Heizer dan Render (2016:90) definisi 

kualitas pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak 

dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan 

serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak. Sari (2015) menyebutkan 

bahwa kualitas pelayanan fiskus adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan petugas pajak 

untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak. 

Pelayanan fiskus adalah tentang bagaimana cara yang digunakan dan dilakukan petugas pajak 

dalam memberikan bantuan, pemahaman, dan arahan untuk mengatasi kesulitan yang alami oleh wajib 

pajak untuk membayar pajak, mutu pelayanan pelayanan petugas pajak terbaik dengan kompetensi 

kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan (Ramadhani & Umaimah, 2023). 

Pelayanan yang wajib diberikan pada wajib pajak adalah pelayanan publik, seperti menanggapi 

kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan 

memberikan dan menjaga kepuasan wajib pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak orang 

pribadi (Lestari dkk., 2023). 

Penerapan sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah pelanggaran wajib pajak atas hukum 

perpajakan yang diberlakukan, mencakup sanksi administrasi dan sanksi pidana (Virginia & 

Soponyono, 2021). Penerapan sanksi perpajakan sebagai penyebab eksternal persepsi wajib pajak 

terhadap adab kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan yang diberikan aparat perpajakan 

atas pelanggaran peraturan perpajakan (Ramadhani & Umaimah, 2023). Penerapan sanksi perpajakan 

memiliki kebijakan yang memaksa, dimana setiap pelanggarannya dikenakan sanksi administrasi 

ataupun sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2018), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan 

yaitu, sanksi administrasi dan 11 sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan 

kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. 

peristiwa dimana WP dapat mengerti, mengetahui, mengakui, menghormati, serta patuh 

mengenai seluruh persyaratan perpajakan yang telah berlaku serta mempunyai kemauan dan 

kemampuan dari diri seseorang untuk mematuhi kewajibannya di bidang perpajakan (Lestari dkk., 

2023). 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 318.490 laporan SPT tahunan dari wajib pajak, maka populasi pada penelitian ini 

adalah 318.490 orang. Sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% pada 

penelitian ini adalah 400 responden. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, 

dapat diketahui bahwa terdapat hubungan, baik secara simultan maupun parsial antara pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib paja terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Kerja 

Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara I, berikut ini adalah pembahasan dari masing- 

masing variabel : 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel pelayanan fiskus berpengaruh 
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 

I. Semakin baik pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Nilai t-

hitung untuk variabel persepsi wajib pajak adalah sebesar 13,040 > 1,966 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dari jawaban responden terhadap 

penyataan tentang pelayanan fiskus pada instansi maka terdapat beberapa unsur pelayanan fiskus yang 

masih kurang diterapkan, yaitu petugas pajak kurang membantu dalam pelaporan wajib pajak. Apabila 

pelayanan yang diberikan petugas pajak kurang baik ataupun tidak baik akan membuat wajib pajak 

tidak taat untuk membayar pajak ataupun memenuhi kewajibannya. Sering kali wajib pajak tidak 

patuh dalam melakukan pelaporan pajak dikarenakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam 

pelaporan dan pembayaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawan (2020) yang hasilnya pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini didukung penelitian Oktaviani (2023) dengan 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Fiskus mempunyai pengetahuan, pengalaman, kompetensi keahlian, pada sebuah aturan perpajakan, 

administrasi pajak serta pundang- undang perpajakan ini dengan di ukur dalam melihat bagaimana 

fiskus bisa memberi mutu layanan dengan terbaik untuk wajib pajak. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel sanksi perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP 

Sumatera Utara Semakin baik sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin 

baik. Nilai t-hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 2,620 > 1,966 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dari jawaban responden 

terhadap penyataan tentang sanksi perpajakan pada instansi maka terdapat beberapa unsur sanksi pajak 

yang masih kurang diterapkan, yaitu wajib pajak bisa kompromi dengan sanksi pajak yang diberikan 

pemerintah dan sanksi pajak yang diberikan kurang seimbang dengan wajib pajak yang dibayar. 

Ketentuan undang-undang perpajakan membuka peluang kompromi yang dimanfaatkan oleh oknum-

oknum pajak yang nakal untuk mengkongkalikong wajib pajak. Tidak heran jika dalam sengketa 

perpajakan yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, sebagian besar didominasi kemenangan wajib 

pajak. Hal ini, diduga karena adanya kompromi dengan oknum-oknum tertentu agar wajib pajak 

dimenangkan dan dia membayar jumlah yang lebih kecil. Namun, untuk itu ada "fee" yang 

dikeluarkannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indah (2020) bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Selanjutnya hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2020) yang menyatakan bahwa sanksi 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Adanya pengenaan sanksi 

pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam perpajakan. Wajib 

pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih menambah biaya. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP 

Sumatera Utara Semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin 

baik. Nilai t- hitung untuk variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 14,431 > 1,966 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Kesadaran membayar 

pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis 

juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar 

pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi 

masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya 

penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan 

perluasan subjek dan objeknya. 

Dari jawaban responden terhadap penyataan tentang kesadaran wajib pajak pada instansi maka 

terdapat beberapa unsur kesadaran wajib pajak yang masih kurang diterapkan, yaitu wajib pajak 

kurang suka rela melakukan pelaporan dan pembayaran wajib pajak. Sampai sekarang kesadaran 

masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya 

masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama 

dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian 

masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada 
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upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini 

bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak 

akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara I. Nilai t-hitung untuk variabel pelayanan fiskus adalah 

sebesar 13,040 > 1,966 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel pelayanan fiskus mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-hitung untuk 

variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 2,620 > 1,966 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 < 

0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, secara parsial variabel sanksi 

perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-hitung 

untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 14,431 > 1,966 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, secara parsial 

variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

4. Pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai Fhitung sebesar 1051,658 > F tabel 

sebesar 2,605. Sebesar 88,80 % variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pelayanan 

fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan, sedangkan sisanya (100 % - 

88,80 % = 11,20 %) lagi dijelaskan oleh faktor lain, yaitu seperti variabel persepsi perpajakan dan 

pemahaman perpajakan. 
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